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ABSTRAK 
Gebriella Suastari (E 211 09 277), Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin 
Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara, xiii + 66 halaman 
+ 7 tabel + 2 gambar + 20 pustaka (1996-2013). Dibimbing oleh Dr. Hj Gita 
Susanti, M. Si dan Drs. Lutfhi Atmansyah, MA 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerimaan target dan realisasi Retribusi 
Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara belum optimal 
serta menemui beberapa kendala yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas 
pemungutan retribusi izi trayek. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya fungsi 
Negara dan Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Daerah dari Retribusi, 
salah satunya penerimaan dari Retribusi Izin Trayek. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas 
Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja 
Utara dilihat dari pendekatan proses, yang meliputi : Efisiensi pelayanan (waktu 
& biaya) , prosedur pelayanan, koordinasi pimpinan dan bawahan, responsivitas 
pegawai, serta sarana dan prasarana. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
desktiptif kualitatif dengan mendeskripsikan sesuatu masalah yaitu untuk 
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau 
penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa 
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga 
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif, terkait keadaan 
yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri dari 
data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data 
sekunder yang bersumber dari buku-buku dokumen/catatan/laporan dan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan 
pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten toraja 
Utara kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator responsivitas pegawai 
masih kurang dikarenakan petugas yang ada sebagian merupakan tenaga 
kontrak yang kurang memiliki pemahaman tetang retribusi izin trayek. Hal ini juga 
diperparah dengan kondisi sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan 
dan keterbatasan sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pemungutan 
retribusi izin trayek. Namun indikator efisiensi pelayanan,prosedur pelayanan, 
koordinasi pimpinan dan bawahan dapat dikatakan efektiv. 
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ABSTRACT 
Gebriella Suastari (E 211 09 277), Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin 
Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara, xiii + 66 page + 7 
table + 2 picture + 20 librarys (1996-2013). Guided Dr. Hj Gita Susanti, M. Si 
dan Drs. Lutfhi Atmansyah, MA 
 This research was motivated by the target acceptance and realization of Route 
Permits in North Toraja Regency Transportation Department is not optimal and 
encountered several obstacles that may affect the effectiveness of fee collection izi 
stretch. This show has not fulfilled the function of the State and the Regions in the 
Regional optimize revenues from levies, one of which receipts from Route Permits. 
 The purpose of this study was to analyze the effectiveness of Polling Permits 
Department of Transportation Route In North Toraja Regency seen from the 
process approach , which includes : Efficiency of service ( time and cost ) , service 
procedures , coordination and leadership of subordinates , employee 
responsiveness , as well as facilities and infrastructure . This type of research is to 
describe something descriptive qualitative problem is to determine or describe the 
reality of the events under study or the study of a single variable or a standalone , ie 
without making comparisons or connect with other variables . Making it easier for 
authors to obtain objective data , related to the actual state of the object under study 
. Types of data used consists of primary data interviews and direct observation in 
the field and secondary data sourced from the books of documents / records / 
reports and legislation related to the issue under study 
 From the results of research conducted shows execution of route permit fee 
collection at the Department of Transportation North Toraja Regency less effective. 
This is caused because an employee responsiveness indicators are still lacking 
because there are some officers who are contract workers who lack an 
understanding neighbor route permit charges. This is also compounded by the 
condition of facilities and infrastructure damaged and limitations resulting in 
inhibition of route permit fee collection process. However, the efficiency of service 
indicator, service procedures, coordination and leadership of subordinates can be 
said equally effective. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang 
Bagi setiap negara, baik negara sedang berkembang maupun bagi 
negara maju, maka sumber pendapatan bagi modal dan pembiayaan 
pembangunan adalah suatu hal yang senantiasa terus diusahakan dan 
dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sebegitu jauh pentingnya aspek ini, maka 
pemerintah suatu negara terkadang merehabilitasi, menambah bahkan 
mengubah suatu sistem tertentu untuk mencapai suatu usaha dalam rangka 
penggalian sumber dana bagi pendapatan negara tersebut. Pendapatan dari 
negara tersebut yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan 
di negara yang bersangkutan.  
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini 
sedang giat-giatnya melakukan pembangunan diberbagai sektor kehidupan. 
Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di 
masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-
daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung 
pada tiap-tiap daerah. Diberlakukannya otonomi daerah secara efektif pada 1 
januari 2001 dengan ditandai penerbitan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 
terakhir dilakukan penyempurnaan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pemerintah Daerah, merupakan bukti bahwa setiap daerah 
diharapkan mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri. 
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Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, 
dan bertanggung jawab kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa 
sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi masing 
masing berdasarkan peraturan perundang undangan. Pelaksanaan otonomi 
tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang dimaksudkan 
agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan 
kemampuannya  sendiri oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah 
kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa kondisi keuangan 
yang baik maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban, serta 
kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. 
Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing masing dengan 
peraturan daerah. Adapun kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat 
menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa 
peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih 
luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya 
dengan kesatuan perekonomian Indonesia. 
Definisi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, daerah diberi 
3 
 
keleluasaan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. 
Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi 
daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu 
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber 
pendapatan daerah terdiri atas: 
1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD; 
2. Dana perimbangan; dan 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
 Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui pendapatan asli daerah 
merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena keuangan daerah adalah 
hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber 
pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau 
sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk 
mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di 
daerah.  
 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sangat 
berpengaruh dalam membantu perekonomian daerah khususnya dalam APBD 
yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pentingnya Pendapatan Asli 
Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai 
berbagai kegiatan Pemerintah. Demikian pula alternatif-alternatif untuk 
memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh 
Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
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tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 
1. Pajak Daerah 
2. Retribusi Daerah 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
4. Lain-lain PAD Yang Sah 
 Adapun salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai 
konstribusi dan potensi besar di kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi 
Daerah, Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, objek retribusi daerah terbagi atas 3 yaitu: 
1. Jasa Umum 
2. Jasa Usaha 
3. Perizinan Tertentu 
 Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Retribusi Izin Trayek yang 
dipungut oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Toraja Utara. Ini dikarenakan 
target dan realisasi Retribusi Izin Trayek belum optimal atau menemui beberapa 
kendala yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pemunngutan retribusi izi 
trayek. 
 Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah khususnya oleh Dinas 
Perhubungan Kabupaten Toraja Utara bersifat bukan pajak dan merupakan 
kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi 
dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial yang dapat 
membantu pembangunan di Kabupaten Toraja Utara. Target dan realisasi dari 
Retribusi Izin Trayek yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja 
Utara adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Retribusi Izin Trayek yang dipungut oleh Dinas 
Perhubungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011, 2012 dan 2013 
     
Jenis Penerimaan Tahun Target Realisasi 
Persentase 
Dari Target 
Retribusi Izin Trayek 2011    76,000,000      91,360,000  120.21% 
  
2012 
2013 
 157,500,000 
 157,500,000 
    61,400,000  
  124,050,000 
38.98% 
        78,76 %* 
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara, data diolah 2013 
 Tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan Retribusi Izin Trayek yang 
dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara tahun 2011, 2012 
dan 2013 tidak stabil dan mengalami penurunan drastis, yaitu 120,21% pada 
tahun 2011, lalu kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2012 yaitu 
38,98%, dan naik lagi pada tahun 2013 menjadi 78,76%. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat kendala dalam pemungutan Retribusi Izin Trayek dan 
menunjukkan belum terpenuhinya fungsi Negara dan Daerah dalam 
mengoptimalkan penerimaan Daerah dari Retribusi, salah satunya penerimaan 
dari Retribusi Izin Trayek. 
B.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti 
dirumuskan dalam pertanyaan berikut: Bagaimana Pemungutan Retribusi Izin 
Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara ? 
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C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini menjelaskan tentang Efktifitas pemungutan 
Retribusi Izin Trayek dilihat dari pendekatan proses meliputi efisiensi 
pelayanan, prosedur pelayanan, koordinasi pimpinan dan bawahan, 
responsivitas pegawai serta sarana dan prasarana. 
D.. Manfaat Penelitian 
       Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut: 
1. Manfaat akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis 
dalam menambah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti-peneliti 
selanjutnya dalam meneliti sektor retribusi daerah. Dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan 
cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam 
pembahasan masalah pengelolaan retribusi. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan 
dan referensi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara untuk lebih 
mengefektifkan retribusi daerah. 
3. Teknis 
Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang ilmu 
administrasi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
pengelolaan retribusi daerah. 
 
7 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Efektivitas 
1. Defenisi Efektivitas  
 Efektifitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh 
sebuah organisasi. Pada akhirnya pengertian efektifitas yang umum 
menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan 
dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara 
keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien 
lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan 
membandingkan antara input dan outputnya. 
 Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau 
akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedia Administrasi, 
1989; 149). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat 
membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (1993;7) 
Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan 
yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh 
David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997; 25-26) antara 
lain : 
1. Efektivitas Individu 
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Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu 
yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari 
organisasi. 
2. Efektivitas Kelompok 
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja 
sama dalam kelompok. Jadi Efektivitas kelompok merupakan jumlah 
konstribusi dari semua anggota kelompoknya. 
3. Efektivitas Organisasi 
Efektivitas Organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. 
Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil 
karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap – 
tiap bagiannya. 
 Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan 
konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian Efektivitas dalam suatu 
organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, bergantung 
pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, 
efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja (Steers, 
1996;24) 
 Richard M. Steers mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang 
terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak 
tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu : 
1. Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran 
seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang 
layak dicapai; 
2. Perspektif sistematika; tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi, 
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3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi 
bagaimana tingkah laku individu dari kelompok akhirnya dapat 
menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi ( Steers, 
1996; 30s) 
Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit 
banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Georgepoulus dan 
Tenenbaum ( Richard M. Steers, 1996;40) berpendapat bahwa konsep efektivitas 
kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk 
menunjukkan pencapaian tujuan. Chester I. Barnard (dalam Gibson, 1994;27), 
mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati 
atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat 
efektivitas. 
Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat 
perwujudan sasaran yang menunjukan sejauh mana sasaran telah dicapai. 
Sumaryadi (2005; 105) berpendapat dalam bukunya “Efektivitas Implementasi   
Kebijakan Otonomi Daerah” bahwa: Organisasi dapat dirumuskan sebagai 
tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada 
dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran 
organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik 
pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran 
sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan 
dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan 
efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. 
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Sementara itu, Sharma dalam Tengkilisan (2005: 64) memberikan kriteria 
atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi 
dan faktor ekternal organisasi antara lain : 
1. Produktivitas organisasi atau output; 
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan 
diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan diluar organisasi; 
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-
hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi. 
Sedangkan Streers dalam Tangkilisan (2005: 64) mengemukakan lima 
kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu : 
1. Produktivitas; 
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas; 
3. Kepuasan kerja; 
4. Kemampuan berlaba; 
5. Pencarian sumber daya. 
Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas terdiri dari 
dua pendekatan Tujuan dan pendekatan sistem (1997: 27-29). Dua 
pendekatan tersebut antara lain : Pendekatan tujuan untuk menentukan 
dan mengevaluasi efektivitas berdasarkan pada gagasan bahwa 
organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan 
dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari 
sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu 
sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik 
tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, 
organisasi mengambil sumber (input) dari sistem  yang lebih luas 
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(lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam 
bentuk yang sudah diubah (output). 
 
Gibson, Donnely dan Ivancevich memberikan batasan dalam kriteria 
efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem (1997:31-32) antara lain : 
1. Produksi 
Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah 
mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. 
2. Efisiesnsi  
Konsep evisiensi didefenisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara 
output dan input. Ukuran efisiensi harus ditanyakan dalam perbandingan 
antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan output. 
3. Kepuasan 
Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi 
kebutuhan para karyawan dan pengguna. 
4. Adaptasi 
Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat 
menanggapi perubahan ekstern dan intern. 
5. Perkembangan 
Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk 
memperluas kemampuannya untuk hidup terus dalam jangka panjang. 
6. Hidup terus 
Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang. 
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Katz dan kahn ( Richard M. Steers, 1996: 48) berpendapat bahwa 
“Efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal bagi 
organisasi dengan segala cara “ 
Berkaitan dengan konsep efektivitas. The Liang Gie (1998:34 ) berpendapat: 
“Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai 
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan 
suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka perbuatan itu 
dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana 
dikehendaki”. 
 Sondang ( 2001: 24) memberikan definisi sebagai berikut : 
“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 
jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 
sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan 
keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan jika hasil 
kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”. 
 S. P Siagian dalam bukunya Manajemen Modern (1982: 30-33) 
mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai 
hal diantaranya : 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 
karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan 
tujuan-tujuan orgaisasi dapat tercapai. 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 
“peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 
sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat 
dalam pencapaian tujuan organisasi. 
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3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan 
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan 
artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan 
usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 
4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang 
apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan. 
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 
tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 
organisasi adalah, kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan 
prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 
apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi 
tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan 
organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat 
sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya 
sistem pengawasan dan pengendalian. 
Sedangkan menurut Adam I. Indrawijaya (1989:226) mengemukakan pula 
bahwa untuk menilai suatu organisasi ada 3 teori yang dikemukakan, yakni : 
1. Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, 
menurut pandangan ini organisasi dapat diukur berdasarkan berapa besar 
keuntungan yang dapat dilihat dari efisiensinya . 
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2. Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat kepuasan anggota 
organisasi 
3. Efektivitas organisasi mencakup aspek interen organisasi dan ekstern 
organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 
keadaan sekeliling. 
Menurut Rivianto (1989: 113) pengertian efektivitas adalah seberapa baik 
pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran 
sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan 
dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun 
mutunya maka dapat dikatan efektiv. 
Dari bermacam pendapat yang dikemukakan diatas terlihat bahwa 
efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi 
jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. 
 
1. Pendekatan Efektivitas 
Tingkat  efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 
atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang akan dicapai maka usaha 
atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektiv. Namun jika usaha 
atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang 
direncanakan maka hal itu dikatakan tidak efektiv. 
Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untk mengukur tingkat 
efektivitas organisasi. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini menyebutkan 
ada tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas yaitu : 
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1. Pendekatan sumber (resource approach) yaitu mengukur efektivitas dari 
input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi 
untuk memperoleh sumber daya baik fisik maupun non fisik yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori 
mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkugannya 
karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan 
lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang 
merupakan input lembaga tersebut dengan output yang dihasilkan juga 
dilemparkan pada lingkungannya. Sementara itu, sumber-sumber yang 
terdapat pada lingkungangan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. 
2. Pendekatan proses ( Proses approach ) adalah untuk melihat sejauh 
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 
internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses mengukur 
efektivitas dengan efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga 
internal diantaranya efisiensi (waktu dan biaya), prosedur 
pelayanan,koordinasi antara atasan dan bawahan, responsivitas pegawai, 
dan sarana prasarana. Pada lembaga yang efektiv, proses internal 
berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan 
secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan 
melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan 
terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan 
tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 
output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) 
yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mncoba mengukur sejauh 
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mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran hendak dicapai. 
Sasaran yang  penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan 
pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil 
maksimal berdasarkan sasaran resmi official goals. 
 
Selain itu untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada 3 (tiga) 
pendekatan yang digunakan seperti yang dikemukakan oleh Gibson (1984:38) 
yaitu : 
a. Pendekatan Tujuan : 
Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas 
merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut 
pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari 
pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai 
pengaruh kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dari 
perilaku orgnisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. 
Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem. 
b. Pendekatan Teori Sistem 
Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-
proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas 
yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi 
terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. 
Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem 
yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan 
sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian 
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tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi. Teori sistem juga 
menekankan pentingnya umpan balik informasi . Teori sistem dapat 
disimpulkan (1) kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan –
proses-keluaran, bukan keluaran yang sederhana , dan (2) kriteria efektivitas 
harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkngan yang lebih 
besar dimana organisasi itu berada. Jadi, efektivitas organisasi adalah 
konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen. Tugas 
manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan 
bagiannya. 
c. Pendekatan Multiple Constituency 
Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan 
relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. 
Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara 
kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan 
pendektan ini mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna 
memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi. 
 
Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas 
organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikan gambaran 
tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Seiring 
dengan hal tersebut Adam I. Indrawijaya (1989;226) mengemukakan pula bahwa 
untuk menilai efektivitas suatu organisasi suatu organisasi ada 3 (tiga) teori yang 
dikemukakan : 
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1. Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan. 
Menurut pandangan ini efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan 
berapa besar hasil/keuntungan yang didapatkan oleh organisasi tersebut. 
2. Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat kepuasan anggota 
organisasi. 
3. Efetivitas organisasi mencakup aspek intern organisasi dan ekstern 
organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 
keadaan sekeliling. 
Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa efektivitas adalah 
suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur 
keberhasilan suatu oranisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan 
faktor biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasrana serta tetap memperhatikan 
resiko dan keadaan yang dihadapi. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan 
secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan 
tapat sesuai dengan yang telah direncanakan. 
 
B. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
 Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang 
menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber 
dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah 
Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya 
sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan 
pembangunan daerah. Menurut Warsito (Dalam Damang, 2011: 1) 
 “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan 
dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak 
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daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), 
dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. 
 
 Adapun menurut Herlina Rahman (dalam Damang, 2011: 1) 
 “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai 
perwujudan asas desentralisasi”. 
 
C.. Sumber Pendapatan Asli Daerah 
 Pemerintah Daerah agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri 
dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang 
cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua pembiayaan dapat diberikan 
kepada daerah maka diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber 
keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, 
menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi : 
a. Pajak Daerah 
b. Retribusi Daerah 
c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah 
d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah 
e. Penerimaan Lain-lain 
 
D.  Retribusi Daerah 
1).  Pengertian Retibusi Daerah 
 Jenis pungutan retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan 
pajak. Jika pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara 
dengan tiada mendapat kontraprestasi langsung, retribusi mempunyai hubungan 
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langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan 
semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah. Di Indonesia, 
pungutan retribusi didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pasal 1 angka 64 disebutkan 
bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah utuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 
 
2) Objek Retribusi Daerah 
 Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang 
menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah: 
a. Retribusi Jasa Umum 
b. Retribusi Jasa Usaha 
c. Retribusi Perizinan Tertentu 
 Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan 
kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 
yang ditentukan. Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut 
dimaksudkan juga agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat 
memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan 
nyata daerah yang bersangkutan. 
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a).      Retribusi Jasa Umum 
 Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi 
Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan 
atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
Penggolongan Retribusi Jasa Umum menurut Drs. Darwin., MBP (2010:167) 
digunakan kriteria sebagai berikut:  
1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaa desentralisasi. 
2) Selain melayani kepentingan umum jasa tersebut memberi manfaat khusus 
bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, 
misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah. Pelayanan ini 
memenuhi kriteria dimaksud, sedangkan pelayanan kebersihan jalan umum 
tidak memenuhi kriteria tersebut. 
3) Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan atau diberikan 
kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, contoh 
pelayanan kesehatan untuk perseorangan adalah layak untuk dikenai 
retribusi dengan syarat orang yang tidak mampu membayar retribusi 
diberikan keringanan, sedangkan pelayanan pendidikan dasar tidak layak 
untuk dikenai retribusi.  
4) Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan 
nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut. 
5) Retribusi jasa tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
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6) Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas 
pelayanan yang memadai. 
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 
1.) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2.) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3.) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil; 
4.) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
5.) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
6.) Retribusi Pelayanan Pasar; 
7.) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
8.) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
9.) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
10.) Retribusi Penyediaan dan/atau PenyedotanKakus; 
11.) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
12.) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
13.) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 
14.) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
 
b)  Retribusi Jasa Usaha 
 Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi 
Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah 
yang belum dimanfaatkan secara optimal;  
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b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan 
secara memadai oleh pihak swasta. 
Kriteria penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha menurut Drs.Darwin, 
MBP (2010:172) adalah sebagai berikut: 
a. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya 
disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai, misalnya 
sarana pasar dan apotik; atau 
b. Terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum 
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah, misalnya tanah, 
bangunan, dan alat-alat berat.  
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah 
daerah adalah: 
1.) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
2.) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
3.) Retribusi Tempat Pelelangan; 
4.) Retribusi Terminal; 
5.) Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
6.) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
7.) Retribusi Rumah Potong Hewan; 
8.) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 
9.) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
10.) Retribusi Tempat Penyeberangan di Air; dan 
11.) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
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c).  Retribusi Perizinan Tertentu 
 Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai 
Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah 
pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 
Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.  
 Menurut Drs. Darwin., MBP (2010:175) dalam menetapkan jenis retribusi 
ke dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu digunakan kriteria sebagai 
berikut: 
a. Perizinan tersebut termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan 
kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 
kepentingan umum. 
c. Perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan 
yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. 
d. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan 
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau 
seluruhnya dari retribusi perizinan. 
Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 
1.) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
2.) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
3.) Retribusi Izin Gangguan; 
4.) Retribusi Izin Trayek; dan 
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5.) Retribusi Izin Usaha Perikanan. 
 
3.  Subjek Retribusi Daerah 
 Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 
 
4.  Cara Penghitungan Retribusi Daerah 
 Menurut Drs. Darwin., MBP (2010:179), besarnya retribusi yang terutang 
dihitung berdasarkan: 
1) Tingkat penggunaan jasa. 
2) Tarif retribusi.  
 Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi dan atau badan 
yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa dan tarif retribusi, atau dapat dituliskan sebagai berikut: 
 
 
  
Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 
dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat 
retribusi yang harus dibayar  =  tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi 
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rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan. Apabila tingkat penggunaan 
jasa sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan 
rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus tersebut harus 
mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan jasa tersebut.Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat 
penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus berdasarkan luas tanah dan luas 
lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan. 
 Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan 
untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan 
seragan atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran 
penetapan tarif retribusi, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara 
anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar 
antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industry. 
Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. 
 
5. Keberatan Retribusi 
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 
atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau 
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok 
retribusi. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 
paling lama tiga bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib 
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Yang dimaksud di luar 
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kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau 
kekuasaan dari Wajib Retribusi, misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau 
terkena musibah bencana alam. 
 Pengajuan keberatan retribusi tidak menunda kewajiban membayar 
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pada prinsipnya, pengajuan 
keberatan retribusi hampir sama dengan pengajuan keberatan pajak daerah. 
Untuk penyelesaian permohonan keberatan retribusi, Kepala Daerah dapat 
memberikan keputusannya dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak 
tanggal surat permohonan keberatan retribusi dari Wajib Retribusi diterima. 
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan 
suatu keputusan, keberatan yang ajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
Ketentuan ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi 
bahwa keberatan retribusi yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala 
Daerah dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak surat keberatan 
retribusi diterima. Di sisi lain bahwa kepada Kepala Daerah diberi semacam 
“hukuman” apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang 
ditentukan. 
 Keputusan Kepala Daerah atas keberatan retribusi dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya 
retribusi yang terutang.Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 
(duabelas) bulan.Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB). 
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6.  Retribusi Izin Trayek 
a.  Pengertian Retribusi Izin Trayek 
 Retribusi izin trayek merupakan salah satu retribusi daerah yang 
termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu.Izin trayek adalah 
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan 
angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu. Untuk pengertian dari 
retribusi izin trayek seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2011 Kabupaten Toraja Utara tentang Retribusi Perizinan Tertentu, adalah 
retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek. 
 
b.  Subjek Retribusi Izin Trayek 
 Adapun subjek dari retribusi izin trayek berdasarkan pada Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Kabupaten Toraja Utara adalah orang pribadi atau 
badan yang memperoleh izin trayek angkutan umum. dalam hal ini yang 
dimaksud dengan trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa 
angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang 
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak 
terjadwal dalam wilayah Daerah. 
 
c. Objek Retribusi Izin Trayek 
 Objek dari retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang 
pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum 
pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 
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d. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Izin Trayek 
 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin trayek.Biaya penyelenggaraan pemberian izin 
tersebut meliputi biaya administrasi, pengawasan lapangan, survei lapangan, 
biaya pembinaan serta untuk mengisi kas daerah. 
 
E.  Kerangka Pikir 
 Kerangka pikir ialah kejelasan terhadap hal- hal yang menjadi objek 
permasalahan. Kerangka fikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil 
penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, efektivitas pemungutan retribusi izin 
trayek dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses pemungutan 
dapat berperan dengan baik. 
 Untuk menganalisis efektivitas pemungutan Retribusi izin trayek pada 
Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara, maka penulis menggunakan 
Pendekatan proses (process approach). Dalam pendekatan proses, efektivitas 
dilihat dari efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada 
lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan 
bagian-bagian yang ada berjalan dengan secara terkoordinasi. Pendekatan ini 
tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap 
kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga 
yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 
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 Adapun indikator-indikator yang termuat dalam pendekatan proses adalah 
efisiensi pemungutan (waktu,biaya), prosedur pemungutan, koordinasi antara 
pimpinan dan bawahan, responsivitas pegawai serta sarana dan prasarana. 
Efisiensi Pemungutan adalah pelaksanaan pemungutan yang dilakukan 
dengan perbandingan yang terbaik antara hasil (output) dan pemasukan (input) 
Adapun Indikator efisiensi Pemungutan retribusi yaitu (Waktu pemungutan 
retribusi izin trayek yairu bahwa pelaksanaan pemungutan sesuai dengan jadwal 
yang telah ditetapkan sebelumnya), (Biaya yaitu bahwa pengenaan biaya 
pemungutan harus ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang berlaku). Prosedur pemungutan adalah kemudahan 
tahapan pemungutan retribusi izin trayek yang diberikan kepada masyarakat 
dilihat dari persyaratan dan kesederhanaan alur pemungutan. Koordinasi antara 
pimpinan dan bawahan adalah hubungan yang terjadi antara pimpinan dan tim 
pelaksana pemungutan retribsi izin trayek ataupun antara tim pelaksana 
pemungutan. Responsivitas pegawai adalah daya tanggap pegawai dalam 
mendengar keluhan dalam pelaksanaan pemungutan, hal ini juga menyangkut 
keramahan dan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemungutan 
retribusi. Sarana dan Prasarana adalah kondisi fasilitas yang tersedia dalam 
menunjang proses pemungutan retribusi. Hal ini mencakup keberadaan dan 
fungsinya dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pemungutan dan 
memberikan kenyamanan terhadap subjek retribusi. 
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 Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas 
maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut : 
 
 
. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar.1 kerangka pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendekatan Proses : 
1. Efisiensi Pemungutan 
2. Prosedur Pemungutan 
3. Koordinasi antara pimpinan 
dan bawahan 
4. Responsivitas Pegawai 
5. Sarana dan Prasarana 
 
 
 
 
 
Pemungutan 
Retribusi Izin Trayek 
Efektvitas Pemungutan 
Retribusi Izin Trayek 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Pendekatan penelitian  
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Sugiono (2010) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi 
kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan 
mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif 
yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang 
diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, 
yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 
Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam 
rangka mengetahui dan memahami  proses pemungutan retribusi izin trayek 
daerah di kabupaten Toraja Utara. 
 
B.  Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
berlokasi di kabupaten Toraja Utara. 
Adapun fokus penelitian di tempatkan pada kantor Dinas Perhubungan 
kabupaten toraja Utara ,Dimana Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja 
Utara merupakan bagian pelaksana pemungutan Retribusi daerah yang masuk di 
Kabupaten Toraja Utara. 
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C.  Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
Deskriptif, Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan 
atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 
mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang 
keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Sedangkan dasar penelitiannya 
adalah wawancara kepada narasumber/informan yang berisi pertanyaan-
pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah 
penelitian. 
 
D. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder 
dan data primer namun lebih mengutamakan analisis data sekunder. 
1) Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan 
diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa 
buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-
arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
2) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan dengan 
cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan. 
 
E. Narasumber atau Informan 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil 
yang representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai 
kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
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Adapun informan yang dimaksud adalah: 
1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara 
2. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Totaja Utara 
3. Petugas Pelayanan dan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Toraja Utara 
4. Subjek retribusi izin trayek 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tersebut 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Telaah dokumen 
Telaah dokumen, yaitu dilakukan dengan menelusuri beberapa dokumen 
yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan data 
sekunder, yang berhubungan dengan teori-teori, undang-undang, buku-
buku dan dokumen tentang retribusi daerah, kemudian akan mengkaji 
dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. 
2. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti terkait dengan pengelolaan retribusi daerah pada dinas 
perhubungan kabupaten Toraja Utara. 
3. Wawancara 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang 
dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. 
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G.  Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, 
akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif 
kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara manggambarkan 
kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat 
berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan 
langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterprestasi 
guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahanyang diajukan. 
 
H.  Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Adapun 
dalam penelitian ini, efektivitas akan diukur dengan menggunakan pendekatan 
proses (process approach) yang dikemukakan oleh Hari lubis dan Martani 
huseini. 
Dalam pendekatan proses, efktivitas diukur dengan melihat efisiensi dan 
kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, 
proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada 
berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan 
melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap 
sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga yang mmenggambarkan tingkat 
efisiensi serta kesehatan lembaga. 
Adapun indikator-indikator yang termuat dalam pendekatan proses 
adalah: 
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1. Efisiensi Pemungutan adalah pelaksanaan pemungutan yang dilakukan 
dengan perbandingan yang terbaik antara hasil (output) dan pemasukan 
(input) 
Adapun Indikator efisiensi Pemungutan retribusi yaitu : 
 Waktu pemungutan retribusi izin trayek yairu bahwa pelaksanaan 
pemungutan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 Biaya yaitu bahwa pengenaan biaya pemungutan harus ditetapkan 
secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang 
berlaku. 
2. Prosedur pemungutan adalah kemudahan tahapan pemungutan retribusi izin 
trayek yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari persyaratan dan 
kesederhanaan alur pemungutan. 
3. Koordinasi antara pimpinan dan bawahan adalah hubungan yang terjadi 
antara pimpinan dan tim pelaksana pemungutan retribsi izin trayek ataupun 
antara tim pelaksana pemungutan. 
4. Responsivitas pegawai adalah daya tanggap pegawai dalam mendengar 
keluhan dalam pelaksanaan pemungutan, hal ini juga menyangkut keramahan 
dan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 
5. Sarana dan Prasarana adalah kondisi fasilitas yang tersedia dalam 
menunjang proses pemungutan retribusi. Hal ini mencakup keberadaan dan 
fungsinya dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pemungutan dan 
memberikan kenyamanan terhadap subjek retribusi. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A.  Gambaran Umum Kementrian Perhubungan 
 
 
 
Kementrian Perhubungan adalah kementrian dalam Pemerintah Indonesia 
yang membidangi urusan perhubungan (transportasi). Tugas tersebut mencakup 
penyediaan jasa layanan, prasarana dan sarana perhbungan pemeliharaan dan 
penigkatan kualitas demi kesejahteraan hidup rakyat. 
Tugas pokok Kementrian perhubungan adalah membantu presiden dalam 
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang perhubungan. 
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1. Visi dan Misi Kementrian Perhbungan 
 Adapun visi dari Kementrian Perhubungan yaitu :  “Terwujudnya 
penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, bedaya saing dan 
memberikan nilai tambah, Untuk mencapai misi tersebut , ,maka kementrian 
perhubungan membuat misi yaitu : 
1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana 
perhubungan. 
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang 
sarana dan prasarana perhubungan, 
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa 
perhubungan, 
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan 
dapat memberikan nilai tambah. 
 
 2. Fungsi Kementrian Perhubungan 
 Adapun enam fungsi Kementrian Perhubungan : 
1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan 
teknis di bidang perhubungan; 
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perhubungan; 
3. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab 
Departemen perhubungan; 
4. Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, 
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi; 
6. Saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsi bidang tugas dan 
fungsi bidang perhubungan kepada presiden. 
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B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Toraja Utara 
 Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Toraja Utara 
sebagai daerah otonom melaksanakan beberapa kewenangan sebagaimana 
diatur dalam undang-undang No.32 Tahun 2003. Sebagai implementasi dari 
kewenangan tersebut, pelaksanaan kewenangan dibidang perhubungan 
darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan pos telekomunikasi, 
dibentuk organisasi Dinas Perhubungan guna menata kembali tugas pokok 
dan fungsi DLLAJ yang disesuaikan dengan kewenangan, beban tgas dan 
perkembangan saat ini, yang ditetapkan dengan peraturan Daerah No.7 
tahun 2011. 
 Kedudukan Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan 
Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas 
dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui 
sekertaris daerah. 
 Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah 
tangga Pemerintah Daerah dan tugas pebantuan bidang perhubungan. 
 
 1.  Fungsi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan  
 Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi 
sebagai berikut : 
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang perhubungan; 
2. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang perhubungan; 
3. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang perhubungan; 
4. Pemberian bimbingan teknis dibidang perhubungan; 
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5. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum; 
6. Pelaksanaan urusan Rumah tangga dan tata usaha Dinas Perhubungan. 
Adapun tujuan Dinas Perhubungan adalah ; 
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan; 
2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas, dengan pemenuhan sarana dan 
prasarana yang memadai; 
3. Mewujudkan SDM yang berkualitas. 
Adapun sasaran Dinas Perhubungan adalah ; 
1. Tersedianya database perencanaan pembangunan disektor 
perhubungan; 
2. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas (rambu, marka, halte, terminal dsb); 
3. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untk 
peningkatan  PAD 
 
 2. Kebijakan dan program Dinas Perhubungan 
 Untuk menjalankan fungsinya Dinas Perhubungan Toraja Utara juga 
memiliki kebijakan sebagai berikut : 
a. Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang lancar aman dan 
nyaman dengan mempertimbangkan keselamatan; 
b. Memberikan fasilitas terhadap kepentingan umum dalam menggunakan 
fasilitas transportasi dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan 
peraturan daerah; 
c. Membersihkan fasilitas terhadap kepentingan umum dalam menggunakan 
fasilitas transportasi dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan 
peraturan daerah; 
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d. Memberikan jaminan keselamatan terhadap masyarakat berkaitan 
dengan pengoperasian sarana transportasi barang dengan melakukan 
peningkatan kapasitas pengujian kendaraan bermotor; 
e. Memanfaatkan potensi daerah sektor transportasi guna mendukung 
penggalian PAD. 
Program Dinas Perhubungan : 
1) Pelayanan administrasi perkantoran 
2) Penyediaan dan pengelolaan air baku, kegiatan : 
- Penyediaan jasa surat menyurat 
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 
dinas/operasional 
- Penyediaan jasa administrasi keuangan 
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
- Penyediaan alat tulis kantor 
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
- Penyediaan bahan logistik kantor 
- Penyediaan peralatan rumah tangga 
- Penyediaan makanan dan minuman 
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 
3) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur , kegiatan : 
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
42 
 
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
4) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan : 
- Forum komunikasi dibidang perhubungan 
5) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana LLAJ, kegiatan : 
- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor 
- Rehabilitasi sarana pengujian kendaraan bermotor 
- Pemeliharaan flashing lamp, rambu dan halte 
6) Peningkatan pelayanan Angkutan, kegiatan : 
- Penyadaran penghematan energi 
- Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan bagi 
siswa SMU 
7) Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; 
8) Peningkatan kelayakan kendaraan pengoprasiaan kendaraan bermotor. 
 
3. Sumber Daya Manusia 
 Sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting dalam menunjang kinerja 
organisasi. Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja perlukan pelaksanaan 
guna mendukung terlksananya program dengan baik. Oleh karena itu, 
ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong 
keberhasilan suatu program sangat diperlukan. Pada kantor Dinas Perhubungan 
Toraja Utara, SDMnya berjumlah 66 orang. Jumlah pegawai dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini: 
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Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan  
No Golongan Jumlah orang 
1 I  
2 II 13 
3 III 51 
4 IV 2 
Jumlah 66 
Sumber Data : Kantor Dinas Perhubungan Toraja Utara 2014 
 Selain itu berdasarkan komponen unit kerja, persebaran jumlah SDM 
terbanyak terdapat pada sub bagian program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 
Tabel 3 Data Pegawai Berdasarkan Komponen Unit Kerja 
No Unit Kerja Jumlah 
1 Kepala Dinas Perhubungan 1 
2 Sub. Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian 6 
3 Sub.  Bagian Keuangan 1 
4 Sub.Bagian Program 8 
5 Seksi Manajemen Lalu Lintas 5 
6 Seksi rekayasa Lalu Lintas 4 
7 Seksi pengawasan dan pengendalian 6 
8 Seksi Angkutan Orang 6 
9 Seksi Angkutan Barang 4 
10 Seksi Angkutan Khusus 4 
11 Seksi Terminal 6 
12 Seksi Parkir 2 
13 Seksi Pos dan Telekomunikasi 3 
14 Seksi Pemeriksaan kendaraan Bermotor 6 
15 Seksi teknik Pembengkelan 2 
16 Seksi Penyuluan 2 
Jumlah 66 
Sumber Data : Kantor Dinas Perhubungan Toraja Utara 2014 
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 Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang dan tingkat pendidikan 
seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan  dan pemahaman dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawab. Persebaran jumlah SDM  manusia di 
kantor  Dinas perhubungan toraja Utara berdasarkan pendidikan dapat dilihat 
dalam tabel dibawah ini : 
Tabel 4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 S2 2 
2 S1 27 
3 D1-D3 2 
4 SMA 35 
5 SLTP 0 
Jumlah 66 
Sumber Data : Kantor Dinas Perhubungan Toraja Utara, 2014 
 
 4.  Struktur Organisasi 
 Sesuai dengan perda No.8 tahun 2010 maka dirancang struktr organisasi 
kantor Dinas perhubungan Kabupaten Toraja Utara yang dipimpin oleh seorang 
kepala dinas perhubungan yang bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan 
Toraja Utara, Kepala Dinas Perhubungan, membawahi : 
a. Kepala Sub. Bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian 
b. Kepala sub. Keuangan 
c. Kepala sub. Perencanaan dan keuangan 
d. Kepala Bidang Lalu Lintas, membawahi : 
- Seksi manajemen lalu lintas 
- Seksi rekayasa lalu lintas 
- Seksi pengawasan dan pengendalian 
e. Kepala bidang Angkutan, membawahi : 
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- Seksi angkutan orang 
- Seksi angkutan barang 
- Seksi angkutan khusus 
f. Kepala bidang Teknik Prasarana, membawahi : 
- Seksi terminal 
- Seksi parkir 
- Seksi pos dan telekomunikasi 
g. Kepala bidang Teknik Keselamatan, membawahi : 
- Seksi pemeriksaan kendaraan bermotor 
- Seksi teknik perbengkelan 
- Seksi penyuluhan 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah khususnya oleh Dinas 
Perhubungan Kabupaten Toraja Utara bersifat bukan pajak dan merupakan 
kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi 
dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial yang dapat 
membantu pembangunan di Kabupaten Toraja Utara. Target dan realisasi dari 
Retribusi Izin Trayek yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja 
Utara adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5 
Target dan Realisasi Retribusi Izin Trayek yang dipungut oleh Dinas 
Perhubungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011, 2012 dan 2013 
     
Jenis Penerimaan Tahun Target Realisasi 
Persentase 
Dari Target 
Retribusi Izin Trayek 2011 76,000,000 91,360,000 120.21% 
 
2012 
2013 
157,500,000 
157,500,000 
61,400,000 
124,050,000 
38.98% 
78,76 %* 
Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupate Toraja Utara tahun 2013 
 Tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan Retribusi Izin Trayek yang 
dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara tahun 2011, 2012 
dan 2013 tidak stabil dan mengalami penurunan drastis, yaitu 120,21% pada 
tahun 2011, lalu kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2012 yaitu 
38,98%, dan naik lagi pada tahun 2013 menjadi 78,76%. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat kendala dalam pemungutan Retribusi Izin Trayek dan 
menunjukkan belum terpenuhinya fungsi Negara dan Daerah dalam 
mengoptimalkan penerimaan Daerah dari Retribusi, salah satunya penerimaan 
dari Retribusi Izin Trayek. 
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 Salah satu alasan yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan retribusi 
izin trayek diungkapkan oleh Bapak Yefet selaku Kepala bidang angkutan pada 
Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara : 
 “..Penyebab utamanya adalah seperti ini pada saat kita masih menggunakan 
peraturan Bupati sebelum ada perda kita masih pungut retribusi jalan daerah 
dalam hal ini masih ada kartu pengawasan truk untuk pengangkutan barang, 
kartu pengawasan jadi bukan trayek karena beda, beda jika dikatakan trayek 
dengan kartu pengawasan. Dengan keluarnya undang-undang  no 28 tahun 
2009 retribusi jalan daerah dihilangkan lalu kemudian dalam Perda no 7 
tahun 2011 tidak tercover peraturan tersebut, dengan keluarnya Perda 
otomatis peraturan Bupati sudah tidak berlaku lagi sehigga yang kita pungut 
sekarang tentang trayek hanya angkutan umum saja khusus angkutan 
umum, nah di Toraja Utara lebih banyak truk daripada angkutan umum 
sehingga itu yang menyebabkan menurun drastis pemasukan retribusi izin 
trayek.” (Hasil wawancara tanggal 24 desember 2013) 
 
Hal yang senada juga diungkapkan oleh ibu Martha selaku petugas pelayanan 
dan pemungutan retribusi izin trayek : 
 “..Karena peraturan Bupati mengenai peraturan jalan daerah dihapuskan 
otomatis tidak dipungut lagi izin trayek barang padahal lebih banyak dia 
punya pemasukan itu, maunya itu masing-masing daerah lebih 
memperhatikan potensi yang paling banyak didaerahnya, karena barang ini 
memiliki pemasukan yang sangat banyak. “ (Hasil wawancara tanggal 6 
januari 2014) 
 
 jika diperhatikan dari hasil kutipan oleh beberapa narasumber diatas maka 
dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab tidak optimalnya penerimaan 
retribusi izin trayek dikarenakan dihapuskannya peraturan Bupati mengenai 
peraturan jalan daerah yang cenderung memberikan sumbangsi terbesar dalam 
penerimaan retribusi izin trayek kemudian Peraturan daerah yang dikeluarkan 
oleh pemerintah setempat tidak memperhatikan potensi atau pemasukan 
terbesar yang ada di Kabupaten Toraja Utara sehingga menyebabkan  
penerimaan retribusi izin trayek menurun drastis. 
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Pemungutan Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Toraja Utara 
dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah no 7 tahun 2011 tentang retribusi 
izin trayek. Untuk mengetahui seperti apa efektivitas pemungutan retribusi izin 
trayek , peneliti menggunakan konsep yang diutarakan oleh Martani dan Lubis 
tentang pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan proses, 
efektivitas dilihat dari efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. 
Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana 
kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini 
tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap 
kegiatan yan dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga 
yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 
Adapun indikator- indikatornya  adalah efisiensi pemungutan. Prosedur 
pemungutan, koordinasi antara pimpinan dan bawahan, responsivitas pegawai, 
sera sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 
Indikator tersebut penting dalam menelusuri efektivitas dalam pemberian 
pelayanan sampai pada proses pemungutan yang ditujukan kepada publik. 
Besarnya efektivitas pelayanan publik ditinjau dari indikator-indikator yang 
dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan. Adapun indikator 
pengukuran efektivitas, yaitu : 
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A.  Efisiensi Pelayanan dan Pemungutan 
 Efisiensi merupakan salah satu dimensi yang perlu dideteksi 
dalam pengukuran efektivitas pelayanan pblik karena efisiensi itu dengan 
pelayanan dengan perbandingan yang baik antara hasil (output) dan pemasukan 
(input). Dimensi efisiensi terkait Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek 
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara yang dapat dideteksi 
berdasarkan sub-sub indikator berikut : 
1) Waktu 
Menyangkut ketepatan antara pelaksanaan dengan jadwal yang telah dibuat 
sebelumnya. Waktu pengurusan Surat Izin trayek sampai pada proses 
pemungutannya didasarkan pada peraturan daerah no 7 tahun 2011 tentang 
retribusi izin trayek. Berikut tabel jangka waktu penyelesaian  surat izin retribusi 
izin trayek : 
Tabel 6 Jangka waktu Penyelesaian Surat Retribusi izin Trayek 
No Jenis Pelayanan Jangka waktu 
1 Pembuatan surat Retribusi Izin Trayek 1 Jam 
2 Perpanjangan surat Retribusi Izin Trayek 1 Jam 
Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara 2014 
 Berkaitan dengan kepastian waktu yang diberikan kepada masyarakat, 
Kepala bidang angkutan Bapak Yafet menyatakan : 
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“Kepastian waktu pengurusan surat retribusi izin trayek tidak pernah 
lambat kecuali ada satu dan lain hal misalnya blangko habis namun 
sudah diantisipasi dengan memperhitungkan satu tahun, jadi tidak pernah 
terlambat sepanjang itu lengkap persyaratannya, kecuali ada 
perpanjangan, berubah DD nya (plat mobil) karena setiap 5 tahun plat 
berubah itu yang diteliti STNKnya kalau STNKnya ada langsung kita urus 
tidak ada hambatan,paling cepat 15 menit kita langsung isi data langsung 
jadi.” (hasil wawancara tanggal 24 desember 2013) 
 
Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari petugas pelayanan dan 
pemungutan retribusi izi trayek, Ibu Martha mengatakan : 
“Waktu penyelesaian pembuatan surat Izin trayek kurang lebih stengah 
jamlah kalau tidak bermasalah toh,langsung kita bikinkan kalau tidak ada 
masalahnya umpamanya pada pembuatan dan perpanjangan masa izin 
trayek yah paling 15 menit aja” (hasil wawancara tanggal 6 januari 2014) 
 
 Hal ini didukung dengan pernyataan dari masyarakat yang mengurus 
surat Retribusi Izin Trayek  di Kabupaten toraja Utara terkait waktu penyelesaian 
surat Izin Trayek. Berikut kutipan wawancaranya dengan Tn. M : 
“”......Dia (petugas dishub, red) bilang kalau lengkapji berkas sama 
persyaratannya langsungji diisi data terus dibuatkan surat izinnya 
disuruhki menunggu 15 menit sampai stengah jam langsung jadimi 
suratnya,kecuali kalau tidak lengkap berkasnya biasa disuruh dulu kasih 
lengkap smua,” (wawancara tanggal 6 januari 2014 ) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kejelasan 
waktu pembuatan surat izin trayek tergolong cepat dan tidak memakan waktu 
lama, baik pelayanan yang diberikan petugas asalkan kelengkapan berkas dan 
persyaratan yang dibawah oleh masyarakat ketika mengurus surat izin trayek itu 
lengkap. 
 
 
2) Biaya 
Yaitu bahwa pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kepala 
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bidang angkutan terkait pelayanan dan pemungutan retribusi Izin trayek diatur 
dalam perda no 7 tahun 2011 tentang retribusi izin trayek, adapun kutipan 
wawancara : 
“Ya,jadi kita pungut disini berdasarkan perda no.7 tahun 2011, setelah 
dipungut disini lalu disetor ke bendahara penerima, kan kalo disini ada istilah 
namanya bendahara penerima. Dari bendahara penerima langsung di setor 
ke BPD masuk PAD lewat rekening PEMDA khusus untuk PAD.Pemungutan 
retribusinya langsung ketika surat izin trayeknya sudah jadi.” 
Hasil wawancara tanggal 24 desember 2013 
 
Berikut tabel yang menggambarkan tarif layanan pemungutan retribusi 
sesuai dengan perda no.7 tahun 2011 : 
Tabel 7 Tarif Pemungutan Retribusi Izin Trayek Kabupaten Toraja Utara  : 
No Jenis Layanan Tarif 
1 Pembuatan Surat Izin Trayek Rp.150.000,00 
2 Perpanjangan Surat Izin Trayek Rp.150.000,00 
Sumber Data : Peraturan Daerah no.7 tahun 2011 
Hal ini didukung dengan pemaparan dari seotang petugas pelayanan dan 
pemungutan surat izin trayek Ibu Martha mengungkapkan : 
“Tarif yang dipungut sesuaiji dengan paturan perundang-undangan yang 
berlaku baik baru maupun perpanjangan.” (hasil wawancara tanggal 6 
januari 2014) 
 
Masyarakat pengguna layanan pembuatan surat izin trayek Tn. M 
mengungkapkan:  
“Kalau biaya, tidak ada masalah. Kalau bagi kita terjangkauji, mau tidak mau 
surat izin trayek harus diurus supaya bisa ambil angkutan. “ (hasil 
wawancara 6 januari 2014) 
 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa efisiensi pelayanan dari segi waktu dapat dikatakan 
efektif karna waktu penyelesaian surat izin trayek tergolong cepat dan tidak 
memakan waktu yang lama asalkan masyarakat yang datang mengurus 
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surat izin trayek membawa persyaratan dan berkas yang lengkap. Jadi 
kecepatan pemyelesaian surat izin trayek tergantung pada kelengkapan 
berkas yang dibawah oleh masyarakat. 
Begitupun, efisiensi pelayanan dan pemungutan dari segi biaya dapat 
dikatakan terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan peraturan daerah no.7 
tahun 2011 yang mengatur tarif pemungutan retribusi izin trayek. Seperti 
yang kita ketahui bahwa tujuan pembuatan surat izin trayek agar masyarakat 
yang memiliki kendaraan yang akan digunakan untuk kepentingan usaha 
atau digunakan sebagai angkutan baik angkutan orang, angkutan barang 
maupun angkutan khusus bisa memiliki izin trayek yang resmi. Hal ini 
memungkinkan tercapainya efektivitas Pemungutan retribusi Izin Trayek di 
Kabupaten Toraja Utara. 
 
B. Prosedur Pelayanan dan pemungutan 
 Menyangkut kemudahan tahapan pembuatan surat izin trayek yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari persyaratan dan kesederhanaan alur 
pelayanan sampai pada pemungutan retribusi izin trayek. 
a. Kejelasan pesyaratan 
Persyaratan administrasi dalam pembuatan surat izin trayek diatur dalam 
perda no 7 tahun 2011, berbicara mengenai kejelasan terkait persyaratan 
administrasi. Kepala bidang Angkutan Bapak Yafet mengungkapkan : 
“Pembuatan surat izin trayek ini sebenarnya bisa dibuatkan surat izin 
trayek dengan syarat orangnya yang punya mobil langsung datang 
dengan ketentuan bahwa mobil itu sudah diuji kelayakan dengan bukti 
memiliki buku KER (buku kelayakan jalan),dengan catatan mobilnya 
memiliki identitas kendaraan,nomor pemeriksaan, dan daya angkut. nah 
itu buku kernya diuji di bagian keselamatan dengan dasar adanya buku 
kelayakan jalan kita buatkan ijin trayek. (Hasil wawancara tanggal 24 
desember 2013) 
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Hal yang senada juga dinyatakan oleh petugas Pelayanan dan 
pemungutan retribusi Ibu Martha mengungkapkan : 
“Kendaraan yang bisa dibuatkan surat izin trayek yang memiliki buku KER 
(buku uji kelayakan jalan), dan memiliki STNK sama plat kuningnya 
kemudian dikasih buku KER apakah masih layak jalan sesudah itu baru 
dibuatkan surat izin trayek.” (hasil wawancara tanggal 6 januari 2014) 
 
Ungkapan yang sama juga dikatakan oleh masyarakat yang mengurus 
surat izin trayek Tn. M mengungkapkan : 
“Kalau mau mengurus surat izin kita bawa memangmi itu Buku KER yang 
dikasih dibidang keselamatan sebagai buktinya kalau sudah bisami 
mengurus surat izin,kendaraan diperiksa dulu STNKnya sama buku 
KERnya baru itu dibuatkan surat Izin trayeknya.” (hasil wawancara 
tanggal 6 januari 2014) 
 
b. Kesederhanaan alur pelayanan dan pemungutan  
Adapun proses layanan sampai pada pemungutan retribusi izin trayek 
dapat dipahami lewat penjelasan dari narasumber sebagai berikut: 
Menurut Kepala Bidang Angkutan Bapak Yafet mengungkapkan : 
“Sesuai dengan peraturan daerah prosedur pelayanannya sama dengan 
kantor dinas perhubungan, jadi dalam memberikan layanan pembuatan 
surat izin trayek dan pemungutan retribusinya tidak boleh membuat 
layanan dan pemungutan diluar aturan karena kalau ada kesalahan akan 
berakibat cacat administrasi.” (Hasil wawancara taggal 24 desember 
2013) 
 
Hal ini juga didukung oleh pernyataan petugas pelayanan dan pemungtan 
retribusi izin trayek ibu Martha menyatakan : 
“Kalau menurut saya prosedurnya sangat cepat dan sederhana karena 
orangnya sendiri yang datang kesini mengurus.” (Hasil wawancara 
tanggal 6 januari 2014) 
 
Disinggung mengenai mekanisme pelayanan dan pemungutan retribusi 
izin trayek dengan menggunakan sistem loket yang dilakukan oleh petugas Dinas 
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Perhubungan Kabupaten toraja Utara, Kepala bidang angkutan Bapak Yafet 
menjelaskan : 
“..Kami ambil berkas ,lalu kami input manual menggunakan mesin ketik. 
Dari tarif pembuatan surat izin itulah pemungutan retribusi izin trayek 
diambil.” (Hasil wawancara tanggal 24 desember 2013 ) 
 
 Hal yang sama juga diungkapkan oleh petugas pelayanan dan 
pemungutan retribusi izin trayek Ibu Martha menjelaskan bahwa: 
“...Kita minta berkas, di isi manual pake mesin ketik,tapi sebelumnya 
diperiksa dulu berkas sama kelengkapannya kalau nda lengkap dikembalikan 
sama orangnya disuruh dulu lengkapi smua berkasnya.  Kalau yang lengkap 
diprosesmi, nda lamaji langsung jadi surat izinnya.” (Hasil wawancara tanggal 
6 januari 2014) 
 
Kondisi ini dibenarkan oleh Tn. M selaku masyarakat yang mengurus surat 
izin trayek bahwa : 
“...Diperiksami berkasta’ langsung,kalau nda lengkap disuruh untuk lengkapi 
dulu, kalau sudah lengkap langsumgji diuruskan nda lamaji langsungmi 
jadi.Langsung dibayarmi juga abis itu.” (Hasil wawancara tanggal 6 januari 
2014) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka 
dapat  digambarkan bahwa prosedur dan mekanisme pelayanan dan 
pemungutan baik dari segi kejelasan persyaratan administrasi maupun 
kesederhanaan alur pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Toraja Utara sudah dapat dikatakan baik, jelas dan 
mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam variabel ini memungkinkan tercapainya 
efektivitas pemungutan retribusi izin trayek itu sendiri. 
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C.  Koordinasi Pimpinan dan Bawahan  
 Berkaitan dengan hubungan yang terbentuk antara pimpinan dan petugas 
pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek maupun antara petugas 
mengenai hal ini Kepala bagian Angkutan bapak Yafet menyatakan : 
“..Izin trayek sebenarnya harus kepala dinas yang menandatangani,Cuma 
pengelolaannya dibidang angkutan, pada bidang angkutan kan masih ada 
terbagi 3 seksi (seksi angkutan orang.barang,dan khusus) jadi yang 
menangani izin trayek adalah angkutan orang. Jadi sistem koordinasinya 
harus dari atasan kebawahan.” (Hasil wawancara tanggal 24 desember 
2013) 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Martha selaku petugas 
pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek : 
“ ..iya semua pengurusan surat harus melalui persetjuan kepala dinas, 
lalu kepala bidang, kemudian ke seksi-seksi sesuai bidangnya. Tiap seksi 
menangani bidangnya masing-masing.” (Hasil wawancara tanggal 6 
januari 2014) 
 
Selain sistem koordinasi yang jelas, disini kepala bidang angkutan  Bapak 
Yafet menjelaskan bagaimana motivasi yang diberikan kepada bawahan, adapun 
kutipannya sebagai berikut ; 
“..Ya kalau motivasi pimpinan itu yang jelas baik, tidak ada satu pimpinan 
yang mau melihat anggotanya tidak berkembang, jadi kita ingin supaya 
semua itu dia tau juga, jadi apa yang kita ketahui dibagikan sehingga 
diterapkan juga dan tidak ada perbedaan antara staf yang satu dan yang 
lain saya tidak pernah membedakan itu biar smua sama-sama tau. Jadi 
sudah ada hirarki dari atas yang diatur sedemikian rupa supaya semua 
bisa berjalan dengan baik.” (Hasil wawancara tanggal 24 desember 2013) 
 
Koordinasi antara pimpinan dan bawahan serta motivasi yang diberikan 
pimpinan sangatlah penting dalam mewujudkan layanan yang efektif. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi  yang penulis lakukan maka penulis 
dapat menggambarkan bahwa hubungan pimpinan dn petugas pelayanan dan 
pemungutan retribusi izin trayek ataupun sesama petugas di Dinas Perhubungan 
Kabupaten Toraja Utara sudah dapat dikatakan baik dan harmonis. Komunikasi 
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yang terjalin pun sesuai dengan pengamatan penulis yakni baik. Koordinasi 
dalam pembagian tugas maupun dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan 
surat izin trayek sampai pada pemungutannya tidak mengalami kendala yang 
begitu berarti, dengan kata lain pada kenyataannya sudah berjalan dengan baik 
dan tidak terdapat masalah yang  memungkinkan tidak tercapainya efektivitas 
pelayanan dan pemungutan itu sendiri. 
 
D. Responsivitas Pegawai 
 Daya tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Hal ini juga menyangkut keramahan dan kemampuan petugas 
pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek dalam memberikan pelayanan. 
1) Keramahan Petugas  
Mengenal daya tangkap pegawai dalam memberikan pelayanannya, Tn. 
M sebagai salah satu masyarakat yang mengurus surat izin trayek sangat 
merespon dengan baik, berikut kutipan wawancaranya : 
“..Kalau kita datang mengurus surat izin, petugasnya ramah-ramah langsungki 
disapa terus ditanyakan ada yang bisa dibantu, langsungmiki juga bilang itu 
tujuanta datang buat surat izin trayek,dilayanimi baik-baik. Kalau ada juga nda 
dimengerti mereka jelaskanji kalau misalnya masih ada berkas yang kurang, jadi 
enakki juga datang mengurus surat izin.” ( Hasil wawancara tanggal 6 januari 
2014 
 
 
 
 
2) Kemampuan Petugas 
Petugas pelayanan dan pemungutan sebagian adalah tenaga kontrak 
atau tenaga sukarela hal inilah yang masih disayangkan dan sangat 
berpengaruh pada tingkat efektivitas pelayanan yang diberikan baik dari 
segi pengetahuan dan ketrampilan. Jelas sangat berbeda jauh keahlian 
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para pegawai Dinas Perhubungan jika dibandingkan dengan tenaga 
sukarela. Berikut penuturan Kepala bidang angkutan Bapak Yafet : 
“.. Yang jadi persoalan disini anggota saya kan baru 2 orang selebihnya 
itu merupakan tenaga sukarela,” (Hasil wawancara tanggal 24 desember 
2013) 
 
Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Tn. M berikut kutipan 
wawancaranya : 
“..Kadang juga kalau datang disini kebetulan yang layani itu tenaga honor 
jadi biasa ada yang nda ditau ditunggu dulu itu pegawai buat jelaskan apa 
kendalanya,karna tenaga sukarela tidak terlalu paham juga.” (Hasil 
wawancara tanggal 6 januari 2014) 
 
Sumber daya manusia, dalam hal ini petugas yang memberikan 
pelayanan yang ahli, terampil, dan jujur adalah faktor penting terwujudnya 
efektivitas pemungutan retribusi izin trayek dalam memberikan pelayanan. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis 
maka penulis dapat menggambarkan bahwa responsivitas petugas pelayanan 
dan pemungutan retribusi izin trayek saat melayani masyarakat tidak begitu baik 
dilihat dari segi pemahaman petugas masih kurang karena sebagian petugas 
merupakan tenaga sukarela walaupun pada kenyataannya jika dilihat dari segi 
keramahan petugas sudah begitu baik. Hal inilah yang yang mempengaruhi tidak 
tercapainya efektivitas pemungutan retribusi izin trayek itu sendiri. 
 
E. Sarana dan Prasarana : 
 Menyangkut Kondisi fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses 
pemungutan retribusi izin trayek. Hal ini mencakup keberadaan dan fungsinya 
dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan 
kenyamanan pengguna layanan. 
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1) Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana adalah sesuatu (media) yang digunakan untuk 
mencapai suatu tujuan,  
Seperti yang terlihat pada ruangan bidang angkutan dinas Perhubungan 
Kabupaten Toraja Utara masih sangat minim, Demikian pemaparan  dari 
Kepala bidang angkutan Bapak yafet : 
“..Kalau ini kan begini aja kebetulan teknik pelayanannya wawancara saja 
baru ini kondisi sarana dan prasarananya beginilah modelnya, masih 
manual penginputan datanya masih menggunakan mesin ketik. Padahal 
sebenarnya sudah ada komputer Cuma jadi persoalan disini karena tidak 
tersedianya tenaga ahli khusus komputer, Nah saya sendiri yang mau 
oprasikan itu tapi masih ada perbaikan karna mengalami kerusakan 
sehingga smua sistemnya manual, jadi mungkin tahun 2014 baru 
menggunakan komputer semua.” (Hasil wawacara tanggal 24 desember 
2013) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka 
penulis dapat menggambarkan bahwa sarana dan prasarana pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Toraja Utara masih sangat minim, jelas terlihat dengan 
penginputan data yang masih bersifat manual atau menggunakan mesin ketik. 
Walaupun pada kenyataannya sudah terdapat komputer namun karena jarang 
dioprasikan karna tidak adanya tenaga ahli maka komputer tersebut mengalami 
kerusakan. Tidak dapat dipungkiri keterbatasan sarana dan prasarana sebagai 
penunjang kerja dapat berdampak pada terhambatnya mekanisme pelayanan 
dan pemungutan retribusi izin trayek. Kondisi ini tentu mengakibatkan tidak 
efektivnya proses pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek. Seperti yang 
kita ketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasaran ditujukan agar 
mempercepat dan memudahkan proses layanan dan pemungutan retribusi izin 
trayek. Dalam variabel ini memungkinkan tidak tercapainya efektivitas 
pemungutan retribusi izin trayek itu sendiri. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa target dan realisasi 
penerimaan retribusi izin trayek pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011, 2012, 
dan 2013 mengalami penurunan drastis. Salah satu faktor utama yang 
menyebabkan penerimaan retribusi kurang optimal karena dengan 
dihapuskannya peraturan bupati setempat yang mengatur pemungutan jalan 
daerah seperti angkutan barang yang memberi sumbangsi terbanyak bagi 
penerimaan retribusi izin trayek digantikan dengan perda yang tidak 
memperhatikan potensi terbesar yang dimiliki daerah. 
Pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
Toraja Utara dikatakan kurang efektif. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator 
melalui suatu pendekatan proses. Adapun indikator- indikator yang termuat 
dalam pendekatan proses yaitu : 
1. Efisiensi Pelayanan dan pemungutan terbagi menjadi 2 yaitu waktu dan 
biaya. Waktu merupakan salah satu indikator yang memberikan kontribusi 
terbesar atas ketidak efektifan proses pemungutan retribusi izin trayek, 
hal ini dapat terlhat dari hasil observasi dan wawancara. Namun waktu 
pembuatan surat izin trayek tergolong cepat dan tidak memakan waktu 
lama, baik pelayanan yang diberikan petugas asalkan kelengkapan 
berkas dan persyaratan yang dibawah oleh masyarakat ketika mengurus 
surat izin trayek itu lengkap selain itu juga dari segi biaya dipungut 
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berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan terjangkau bagi 
masyarakat sehingga dari segi biaya dan waktu dapat dikatakan efekti. 
2. Prosedur pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek dapat dikatakan 
efektif karena segala persyaratan telah ditentukan berdasarkan peraturan 
daerah no. 7 tahu 2011 dan mudah dipahami serta diterima oleh 
masyarakat. 
3. Koordinasi antara pimpinan dan bawahan. Indikator ini dapat dikatakan 
efektiv karena hubungan yang terbangun antara pimpinan dan petugas 
ataupun sesama petugas sangat  bagus dan harmonis baik itu dari segi 
pembagian tugas maupun dalam hal pemberian motivasi dari atasan 
terhadap petugas tidak ada yang dibeda-bedakan jadi semua merata. 
4. Responsivitas pegawai menyangkut daya tanggap , keramahan dan 
kemampuan petugas dalam melayani masyarakat masih kurang efektif. 
Meskipun pada kenyataannya dari segi keramahan sudah baik seperti 
dari hasil observasi dan wawancara dimana masyarakat merasa puas 
dengan sikap dan keramahan petugas, namun sangat disayangkan dari 
segi daya tanggap dan kecakapan petugas masih kurang dikarenakan 
tenaga yang dipekerjakan merupakan tenaga kontrak sehingga 
pemahaman mengenai retribusi izin trayek masih kurang. 
5. Sarana dan Prasarana, dapat dikatakan tidak efektif hal ini disebabkan 
karena sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
Toraja Utara masih sangat minim, jelas terlihat dengan penginputan data 
yang masih bersifat manual atau menggunakan mesin ketik. Walaupun 
pada kenyataannya sudah terdapat komputer namun karena jarang 
dioprasikan karna tidak adanya tenaga ahli maka komputer tersebut 
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mengalami kerusakan. Tidak dapat dipungkiri keterbatasan sarana dan 
prasarana sebagai penunjang kerja dapat berdampak pada terhambatnya 
mekanisme pelayanan dan pemungutan retribusi izin trayek. Kondisi ini 
tentu mengakibatkan tidak efektivnya proses pelayanan dan pemungutan 
retribusi izin trayek. Seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan sarana 
dan prasaran ditujukan agar mempercepat dan memudahkan proses 
layanan dan pemungutan retribusi izin trayek. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 
peneliti memiliki saran terkait pemungutan retribusi izin trayek : 
1) Agar penerimaan retribusi izin trayek bisa semakin bertambah 
konstribusinya terhadap pendapatan asli daerah ada baiknya dalam 
pembuatan kebijakan pemerintah lebih memperhatikan potensi  yang bisa 
memberikan konstribusi  terbesar bagi penerimaan retribusi izin trayek, 
misalnya dengan membuat peraturan daerah yang mengatur adanya 
retribusi jalan daerah dalam hal ini pemungutan retribusi dikenakan bagi 
truk yang mengangkut barang, karena pada kenyataannya pada saat 
pemerintah masih menggunakan peraturan Bupati yang mengcover 
retrubusi jalan daerah memiliki konstribusi yang paling besar dari retribusi 
izin trayek. 
2) Faktor penting untuk menunjang kelancaran pemungutan retribusi izin 
trayek adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk 
menunjang pelayanan aman cepat dan akurat. Namun kondisi sarana dan 
prasarana pada kantor dinas perhubungan khususnya pada bagian  
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angkutan yang menangani pemungutan retribusi izin trayek mengalami 
kekurangan serta kerusakan, maka ada baiknya jika Dinas Perhubungan 
Kabupaten Toraja Utara harus memperbaiki dan merawat kondisi sarana 
dan prasarana tersebut. 
3) Untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan pemungutan maka 
Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Toraja Utara harus tetap menjaga 
serta mengevaluasi setiap waktu pemungutan retribusi izin trayek. 
4) Bagi para petugas pemungutan retribusi izin trayek ada baiknya diadakan 
pelatihan khusus  sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas petugas 
dalam melayani dan melakukan pemungutan retribusi izin trayek, karena 
seperti yang diketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 
Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara masih banyak 
menggunakan tenaga kontrak. 
5) Tetap menjaga hubungan yang harmonis antara pimpinan dan petugas 
mapun antara petugas sehingga tercipta pelayanan dan pemungutan 
yang baik. 
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Perbengkelan 
PEDOMAN WAWANCARA 
Efisiensi Pelayanan : 
a. Waktu : 
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin trayek ? 
- Bagaimana kepastian waktu penyelesaian izin trayek sesuai jadwal yang telah ditetapkan  
b. Biaya : 
- Bagaimana kejelasan biaya yang dikenakan dalam mengurus izin trayek ? 
- Apakah biaya yang dipungut sudah sesuai dengan tarif dan biaya yang ditentukan ? 
- Bagaimana tanggapan terhadap biaya yang dikenakan dalam mengurus surat izin trayek  
Prosedur Pelayanan : 
- Bagaimana persyaratan dalam mengurus izin tryek? 
- Bagaimana prosedur pelayanan retribusi izin trayek? 
- Bagaimana kecepatan pelayanan yang diberiikan petugas dishub? 
- Bagaimana pemahaman masyarakat tentang prosedur dan persyaratan pengurusan izin 
trayek? 
Koordinasi antara atasan dan bawahan 
- Bagaimana sistem koordinasi yang diterapkan terhadap petugas dilapangan? 
- Bagaimana pembagian tugas yang diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 
izin trayek ? 
- Bagaimana sikap pimpinan dalam memberikan motivasi kepada petugas yang bekerja ? 
Responsivitas Pegawai ? 
- Bagaimana dengan daya tangkap petugas dalam memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat ? 
- Bagaimana kemampuan dan tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan ? 
- Bagaimana keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ? 
- Bagaimana sikap pegawai dalam menanggapi keluhan masyarakat ? 
Sarana dan Prasarana : 
- Bagaiamana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia pada dishub dalam pengurusan 
izin trayek ? 
- Bagaimana sistem teknologi komputerisasi yang terdapat pada dishub? 
NB : 
(Bagaimana syarat kendaraan yang bisa diberikan izin trayek?) (Peran dinas perhubungan?) 
Target dan realisasi retribusi izin trayek 3 tahun trakhir , Perda retribusiizin trayek , Struktur 
organisasi , Profil dinas perhubungan ! 
-  
Dinas Perhubungan 
Paragraf 1 
Kepala Dinas 
Pasal 1 
(1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala Dinas. 
(2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, 
membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 
bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas 
Perhubungan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 2 
(1) Sekretariat dipimpin  oleh seorang Sekretaris. 
(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas 
di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan 
program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sekretaris 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 
b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-
tugas Bidang secara terpadu; 
c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas; 
d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; 
e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan 
masyarakat; 
f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 
h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Dinas; 
i. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas; 
j. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan  
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; 
k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 
l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
n. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama/ dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau 
pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 
(4) Sekretariat, membawahkan: 
a. Sub Bagian Penyusunan Program; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
c. Sub Bagian Keuangan. 
 
Pasal 3 
(1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 
(2) Kepala sub Bagian Penyusunan Program mempuyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan 
rencana dan program Dinas; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian 
Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi; 
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian 
penyusunan rencana dan program kerja Dinas; 
b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas; 
c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas; 
d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan 
tugas; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain 
dilingkungan Dinas. 
 
Pasal 4 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipipim oleh seorang Kepala Sub Bagian; 
(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum 
dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan 
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 
b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan 
pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; 
c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 
d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada 
sub unit kerja di lingkungan Dinas; 
e. penyusunan dan penyiapan penglolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; 
f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; 
g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; 
h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; 
i. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, 
kendaraan dinas dan aset lainnya; 
j. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas; 
k. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas; 
l. penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas; 
m. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-
undangan; 
n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta 
dokumentasi kepegawaian; 
o. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; 
p. penyusunan dan penyiapan bahan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan 
pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/ karsu, taspen, askes dan pemberian 
penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; 
q. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis 
dan fungsional serta ujian dinas; 
r. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai; 
s. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai; 
t. pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/ janji pegawai; 
u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
v. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
w. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi 
kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 
 
Pasal 5 
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 
(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 
dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan DInas; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian 
Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas; 
b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja; 
d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan 
penghasilan bagi pegawai negeri sipil; 
e. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan 
keuangan; 
f. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas; 
g. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi 
akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 
h. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan Dinas; 
i. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan 
dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas; 
j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas 
pengelolaan keuangan; 
k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran 
pelaksanaan tugas Dinas; 
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
n. pelaksanaan korrdinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 
 
Paragraf 3 
Bidang Lalu Lintas 
Pasal 6 
(1) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 
(2) Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan lalu lintas yang meliputi 
manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Lalu 
Lintas menyelenggarakan fungsi : 
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas; 
b. penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan; 
c. penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk 
kepentingan lalu lintas; 
d. penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; 
e. penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu 
lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan 
pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten; 
f. penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten; 
g. penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penaggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan 
kabupaten; 
h. penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia dan atau yang menjadi isu kabupaten; 
i. penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan 
kabupaten; 
j. penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; 
k. penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan pengemudi ; 
l. penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif; 
m. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengeloaan lalu lintas; 
n. evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas; 
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
p. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau 
pihak ketiga dibidang pelayanan dan pengelolaan lalu lintas. 
(4) Bidang Lalu Lintas, membawahkan : 
a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; 
b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. 
 
Pasal 7 
(1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) kepala seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan manajemen lalu lintas; 
(3) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala seksi 
Manajemen Lalu lintas menyelengarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan manajemen lalu lintas diwilayah 
kabupaten Toraja Utara; 
b. pelaksanaan manajemen lalu lintas di wilayah kabupaten Toraja Utara; 
c. pelaksanaan penetapan sirkulasi lalu lintas diwilayah Kabupaten Toraja Utara; 
d. pelaksanaan penyusunan rencana umum pengembangan sarana dan prasarana perhubungan; 
e. pelaksanaan penunjukan lokasi dan penyelenggaraan perijinan bongakar muat barang; 
f. pelaksanaan penyusunan rencana pengendalian bangkitan dan tarikan serta analisis dampak lalu 
lintas; 
g. pelaksanaan larangan penggunaan jalan tertentu; 
h. pelaksanaan pemberian rekomendasi pemasangan  periklananan pada kawasan selektif; 
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
k. pelaksanaan koorddinasi pengelolaan manajemen lalu lintas dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Dinas. 
 
Pasal 8 
(1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan rekayasa lalu lintas; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala seksi 
Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan  rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan rekayasa lalu lintas; 
b. pelaksanaan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan di wilayah Kabupaten Toraja 
Utara; 
c. pelaksanaan penyusunan rencana study dan penelitian sistem rekayasa lalu lintas; 
d. pelaksanaan penunjukan lokasi dan penyelenggaraan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan 
yang meliputi rambu, marka, traffic light, warning light, dan shelter; 
e. pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai dan penyeberangan; 
f. pelaksanaan penetapan fungsi, kelas dan daya dukung jalan; 
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
i. pelaksanaan koordinasi pengelolaan rekayasa lalu lintas dengan sub unit kerja lain di lingkungan 
Dinas. 
 
Pasal 9 
(1) Seksi Pengawasan  dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan 
pengendalian lalu lintas; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi 
Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian 
lalu lintas di wilayah Kabupaten Toraja Utara; 
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk 
kepentingan lalu lintas; 
c. pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; 
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas; 
e. pelaksanaan penyidikan pelanggaran bidang LLAJ, pemenuhan pelaksanaan teknis dan laik jalan, 
pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum serta administrasi 
kendaraan bermotor; 
f. pelaksanaan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu lintas di jalan; 
g. pelaksanaan pengelolaan penimbangan muatan kendaraan angkutan barang; 
h. pelaksanaan pengamanan lalu lintas dan pengawalan rangkaian kendaraan bermotor; 
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
k. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dengan sub unit 
kerja lain di lingkungan Dinas. 
 
Paragraf 4 
Bidang Angkutan 
Pasal 10 
(1) Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 
(2) Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan angkutan yang meliputi 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang 
Angkutan menyelenggarakan fungsi : 
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan; 
b. penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan 
angkutan; 
c. penetapan  pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota; 
d. penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan 
angkutan perintis; 
e. penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang; 
f. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan; 
g. penetapan pemberian izin operasi angkutan; 
h. penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa; 
i. penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata; 
j. penetapan pemberian izin usaha angkutan barang; 
k. penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek; 
l. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; 
m. penetapan pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah 
kabupaten; 
n. penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau; 
o. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau; 
p. penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan; 
q. penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan 
kerambah di sungai dan danau; 
r. penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan trasportasi; 
s. penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau; 
t. penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau; 
u. penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor; 
v. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan; 
w. evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan; 
x. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
y. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja  / instansi / lembaga atau 
pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan angkutan.  
(4) Bidang Angkutan, membawahkan : 
a. Seksi Angkutan Orang; 
b. Seksi Angkutan Barang; 
c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP). 
 
Pasal  11 
(1) Seksi Angkutan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi  dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan angkutan orang; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi 
Angkutan Orang menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan angkutan orang; 
b. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan pelayanan 
angkutan orang; 
c. pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota; 
d. penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan orang; 
e. penyusunan rumusan kebijakan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk 
angkutan ; 
f. pelaksanaan pemberian izin operasi angkutan; 
g. pelaksannan pemberian rekomendasi operasi sewa angkutan orang; 
h. penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata; 
i. penetapan pemberian  izin  usaha angkutan orang; 
j. penetapan tarif penumpang  kelas  ekonomi angkutan dalam kabupaten; 
k. penetapan pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah 
kabupaten; 
l. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian ijin pembangunan / pengoperasian sarana 
dan prasarana; 
m. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan jaringan pelayanan dan penetapan tarif 
pelayanan kelas ekonomi; 
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
p. pelaksanaan koordinasi pelayanan angkutan orang dengan sub unit kerja lain di lingkungan 
Dinas. 
 
Pasal 12 
(1) Seksi Angkutan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan angkutan barang; 
(3) Dalam  melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi 
Angkutan Barang menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan angkutan barang; 
b. penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang; 
c. pelaksanaan pemberian rekomendasi operasi sewa angkutan barang; 
d. penetapan pemberian izin usaha pelayanan angkutan barang; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
g. pelaksanaan koordinasi pelayanan angkutan orang dengan sub unit kerja lain di lingkungan 
Dinas. 
 
Pasal 13 
(1) Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) mempunyai 
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
pelayanan dan pengelolaan angkutan khusus dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi 
Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan (ASDP) mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan 
angkutan khusus dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 
b. penetapan penyusunan rencana umum angkutan khusus dan jaringan sungai dan danau; 
c. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau; 
d. penetapan penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau; 
e. penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan 
kerambah di sungai dan danau; 
 Paragraf 5 
Bidang Teknik Prasarana 
Pasal 14 
 
(1) Bidang Teknik Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 
(2) Kepala Bidang Teknik prasarana mempunyai tugas pokok memimpin , mengkoordinasikan dan 
mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayanan dan  pengelolaan Teknik prasarana yang meliputi 
terminal , parkir, pos dan telekomunikasi; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . pasal ini , Kelapa Bidang 
Teknik prasarana menyelenggarakan fungsi; 
a. Penetapan penyusunan rencana dan program bagi pelayanan teknik prasarana; 
b. Kebijakan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan, vasilitas parkir dan pembangunan 
pelayanan post dan telekomuniskasi ; 
c. Ppenylenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan teknik prasarana; 
d. Penggkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan teknik prasarana; 
e. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan teknik prasarana; 
f. Pembinaan dan pengarahan tugas dibidang pelayanan teknis prasaranan; 
g. Penetapan rumusan kebijakan dalam pelayanan pemberian perizinan dan rekomendasi dibidang 
teknik prasarana berdasarkan kewenangan yang  ada; 
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan teknik prasarana; 
i. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik prasarana; 
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
k. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraaan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau 
pihak ketiga di bidang pelayanan teknik prasarana; 
(4) Bidang Teknik Prasarana, membawahkan: 
a. Seksi Terminal; 
b. Seksi Parkir; 
c. Seksi Pos dan Telekomunikasi. 
 
Pasal 15 
(1) Seksi Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan terminal; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi 
Terminal menyelenggarakan fungsi; 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan terminal; 
b. penyusunan rumusan kebijakan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C; 
c. pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C; 
d. penyusunan rumusan kebijakan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe 
B, Tipe C; 
e. penyusunan rumusan kebijakan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; 
f. pelaksanaan pengelolaan terminal; 
g. pelaksanaan pengaturan lalu lintas dalam wilayah terminal; 
h. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemelihaaraan terminal; 
i. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pelayanan dan pemberian perizinan kegiatan usaha 
penunjang terminal; 
j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan terminal; 
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
m. pelaksanaan koordinasi pengelolaanterminal dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas. 
 
Pasal 16 
(1) Seksi Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Parkir mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan parkir; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Parkir 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penysunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan parkir; 
b. penyusunan rumusan kebijakan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan 
kabupaten; 
c. penyusunan rumusan kebijakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; 
d. pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; 
e. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pengelolaan perparkiran; 
f. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor; 
g. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pelayanan pemberian perizinan penyelenggaraan 
perparkiran; 
h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta penertiban penyelenggaraan perparkiran; 
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
k. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan parkir dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Dinas. 
 
Pasal 17 
(1) Seksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan pos dan 
telekomunikasi; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pos 
dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan pos 
dan telekomunikasi; 
b. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan; 
c. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; 
d. pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen dan izin penyelenggaraan 
telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak 
menggunakan spektrum frekuensi radio; 
e. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup 
lokal wireline (end to end); 
f. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap 
permohonan izin penyelenggaraan radio; 
g. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi; 
h. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di 
bidang telekomunikasi; 
i. pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/ G); 
j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi 
perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 
k. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; 
l. pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin mendirikan bangunan 
(IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; 
m. pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; 
n. pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder ordonantie 
(ordonansi gangguan); 
o. pemberian izin instalasi penangkal petir dan instalasi genset; 
p. pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi pos dan telekomunikasi; 
q. pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; 
r. pelayanan pos di perdesaan; 
s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
t. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
u. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan pos dan telekomunikasi dengan sub unit 
kerja lain di lingkungan Dinas. 
 
Paragraf 6 
Bidang Teknik Keselamatan 
Pasal 18 
(1) Bidang Teknik Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 
(2) Kepala Bidang Teknik Keselamatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan 
mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan teknik keselamatan yang meliputi pemeriksaan 
kendaraan bermotor, teknik perbengkelan dan penyuluhan; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang 
Teknik Keselamatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan; 
b. penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; 
c. penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; 
d. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknik keselamatan; 
e. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan teknik keselamatan; 
f. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknik keselamatan; 
g. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan teknik keselamatan; 
h. penetapan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor; 
i. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan; 
j. evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan; 
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
l. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dn kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau 
pihak ketiga di bidang pelayanan teknik keselamatan. 
(4) Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan: 
a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor; 
b. Seksi Teknik Perbengkelan; 
c. Seksi Penyuluhan. 
 
Pasal 19 
(1) Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemeriksaan 
kendaraan bermotor; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pemeriksaan kendaraan 
bermotor; 
b. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; 
c. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; 
d. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta administrasi kendaraan 
bermotor; 
e. pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor; 
f. pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor; 
g. pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji 
kendaraan bermotor; 
h. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor; 
i. pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak 
bermotor; 
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
l. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan sub unit kerja lain 
di lingkungan Dinas. 
 
Pasal 20 
(1) Seksi Teknik Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Teknik Perbengkelan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi 
Teknik Perbengkelan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan teknik 
perbengkelan; 
b. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor; 
c. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor; 
d. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta tempelan, 
bakn muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor; 
e. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan perizinan penyelenggaraan 
bengkel umum kendaraan bermotor; 
f. pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat-alat tambahan pada mobil bus dan 
penumpang umum sebagai kendaraan umum; 
g. pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan profesionalisme bagi tenaga 
mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis 
dan laik jalan kendaraan bermotor; 
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
j. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan dengan sub unit kerja 
lain di lingkungan Dinas. 
 
Pasal 21 
(1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 
(2) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penyuluhan perhubungan; 
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi 
Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penyuluhan 
perhubungan; 
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan; 
c. pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan; 
d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penyuluhan 
perhubungan; 
e. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan perhubungan; 
f. pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan; 
g. pelaksanaa evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 
i. pelaksanaan koordinasi pelayanan penyuluhan perhubungan dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Dinas. 
 
Paragraf 7 
Jabatan Fungsional 
pasal 22 
Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan 
ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku. 
  
 
 
 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 7 TAHUN 2011 
 
TENTANG 
RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
TAHUN 2011   
  
 
 
 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 7 TAHUN 2011 
 
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TORAJA UTARA,  
Menimbang  :  a. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan sumber pendapatan daerah 
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu 
pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 
peran serta masyarakat, dan akutanbilitas dengan memperhatikan 
potensi daerah; 
b.  bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin 
Trayek dengan Peraturan Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Izin Trayek. 
 Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat II dalam 
wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3165 ) ; 
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesai Nomor 4844); 
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025 ) ; 
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
SALINAN 
   6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 
tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan 
Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Buleleng Nomor 8). 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
dan 
BUPATI TORAJA UTARA 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara; 
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara; 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara; 
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai 
dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku; 
7. Badan adalah suatu bentuk badah usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama 
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usaha lainnya; 
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan 
mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan 
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam 
wilayah daerah; 
9. Izin Trayek adalah Izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang pribadi 
atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum, pada suatu 
atau beberapa trayek tertentu; 
 
 
10. Retribusi  Izin Trayek yang selanjutnyua dapat disebut retribusi adalah pembayaran 
atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan 
angkutan penumpang umum pada jaringan trayek tetap dan teratur dalam wilayah 
daerah; 
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi tertentu; 
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan; 
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah 
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerh Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRDLB, surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda; 
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut 
penyidik, utuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
BAB II 
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI 
Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas   
pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan 
angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. 
Pasal 3 
Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang 
umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah 
daerah. 
Pasal 4 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Izin Trayek. 
BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 
Pasal 5 
Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan teretentu. 
BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENNGGUNAAN JASA 
Pasal 6 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis 
angkutan penumpang. 
 
 
 
BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN 
TARIF RETRIBUSI 
Pasal 7 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan 
atas tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan 
pemberian izin trayek. 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey 
lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan. 
BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
Pasal 8 
(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya 
angkut. 
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai 
berikut : 
a. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp. 
150.000,- 
b. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk 9 sampai dengan 14 orang sebesar   
Rp. 180.000.,- 
c. Retribusi Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang telah memiliki izin 
trayek sebesar Rp. 7.500,- 
Pasal 9 
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
(3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 
BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 
Pasal 10 
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara. 
BAB VIII 
MASA RETRIBUSI 
Pasal 11 
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun. 
 
BAB IX 
 PENETUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
Pasal 12 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara 
bruto ke Kas Daerah. 
Pasal 13 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. 
(2) Untuk retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan 
STRD. 
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 
BAB X 
SANKSI ADMINISTRASI 
Pasal 14 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
BAB XI 
PENAGIHAN 
Pasal 15 
(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat teguran. 
(2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain sebagaimana awal tindakan 
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tempo pembayaran. 
(3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran, 
Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. 
(4) Surat Teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan 
oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. 
(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
BAB XII 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA 
Pasal 16 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila 
wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung 
apabila : 
a. Diterbitkan surat teguran; atau 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak 
langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Retribsui dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 
Pasal 17 
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah 
kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
BAB XIII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 
Pasal 18 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwewenang 
khusus melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini :  
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan  tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang Retribusi Daerah; 
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 
d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti 
tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang Retribusi Daerah 
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 
h.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 
 
BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 
Pasal 19 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(3) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagiamana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. 
BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 20 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Trayek ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2000 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 21 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. 
 
 
         Ditetapkan di Toraja Utara 
         pada tanggal 24 Juni 2011 
         BUPATI TORAJA UTARA, 
         ttd 
 
        Drs. Frederik Batti Sorring,S. Sos. MM 
 
 
Diundangkan di Toraja Utara 
pada tanggal 24 Juni 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, 
 
          ttd 
 
EK LEWARAN RANTELA’BI 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA TAHUN 2011 NOMOR 7. 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
         
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 7 TAHUN 2011 
RETRIBUSI IJIN TRAYEK 
I. UMUM 
Dalam mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, 
serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan Pembangunan Daerah 
yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari 
Retribusi Daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi. 
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaaan pembangunan dan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan 
perekonomian Daerah diperlukan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang 
hasilnya semakin meningkat pula. 
Bahwa sesuai dengan pasal 141 huruf (d) Undang – undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Retribusi Izin 
Trayek salah satu yang pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/ 
Kota dan untuk itu pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  
Pasal 1  : Cukup jelas 
Pasal 2  : Cukup jelas 
Pasal 3  : Cukup jelas       
Pasal 4  : Cukup jelas 
Pasal 5  : Cukup jelas        
Pasal 6  : Cukup jelas  
Pasal 7  : Ayat (1) Cukup jelas 
  Ayat (2) Cukup jelas 
Pasal 8  : Ayat (1) Cukup jelas 
  Ayat (2) 
    Huruf a : Cukup jelas 
    Huruf b : Cukup jelas 
    Huruf c : Cukup jelas  
Pasal 9  
  Ayat (1) : Cukup jelas 
          Ayat (2) : Cukup jelas 
 
Ayat (3) : Cukup jelas    
Pasal 10  : Cukup jelas     
Pasal 11  : Cukup jelas    
Pasal 12  : Ayat (1) : Cukup jelas 
  Ayat (2) : Cukup jelas 
  Ayat (3) : Cukup jelas  
  Ayat (4) : Cukup jelas     
Pasal 13   
  Ayat (1) : Cukup jelas 
  Ayat (2) : Cukup jelas 
  Ayat (3) : Cukup jelas 
Pasal 14  : Cukup jelas 
Pasal 15   :  
     Ayat (1) : Cukup jelas 
     Ayat (2) : Cukup jelas 
     Ayat (3) : Cukup jelas 
  Ayat (4) : Cukup jelas 
  Ayat (5) : Cukup jelas 
Pasal 16   
  Ayat (1) : Cukup jelas 
  Ayat (2) 
  Huruf a : Cukup jelas 
  Huruf b : Cukup jelas 
  Ayat (3) : Cukup jelas 
  Ayat (4) : Cukup jelas 
  Ayat (5) : Cukup jelas 
Pasal 17   
  Ayat (1) : Cukup jelas 
  Ayat (2) : Cukup jelas 
  Ayat (3) : Cukup jelas 
 
Pasal 18   
  Ayat (1) : Cukup jelas 
  Ayat (2) 
 Huruf a : Cukup jelas 
 Huruf b : Cukup jelas 
   Huruf c : Cukup jelas 
 Huruf d : Cukup jelas 
   Huruf e : Cukup jelas 
 Huruf f : Cukup jelas 
 Huruf g : Cukup jelas 
   Huruf h : Cukup jelas 
 Huruf i : Cukup jelas 
   Huruf j : Cukup jelas 
Huruf k : Cukup jelas 
  Ayat (3) :Cukup jelas 
Pasal 19   
  Ayat (1) : Cukup jelas 
  Ayat (2) : Cukup jelas 
  Ayat (3) : Cukup jelas 
Pasal 20   
 Cukup jelas 
Pasal 21   
 Cukup jelas  
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8. 
 
 
 
 
